
UPR BING 

BUPATI KEPULAUAN YAPEN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN 

NOMOR 6 TAHUN 2012 

TENTANG 

PAJAK PENERANGAN JALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KEPULAUAN YAPEN, 

bahwa dalam rangka meningkatkan pembangunan dan 
pelayanan umum di Kabupaten Kepulauan Yapen, perlu 
mengoptimalkan Pendapatan - Asli Daerah melalui 

pemungutan Pajak Daerah dan Daerah sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah; 

bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2). huruf e Undang- 
undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Pajak Penerangan Jalan merupakan 
salah satu jenis Pajak Kabupaten; 

bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (1) Undang-undang 
Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah, Pajak Daerah ditetapkan dengan Peraturan 
Daerah; = 

- 

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b dan huruf c,perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. 

Mengingat : 1, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang , 
Pembentukan Propinsi Irian Barat dan Kabupaten- 
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
2907) ; 

. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi 
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-udang Nomor 35 Tahun 2008 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 
112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4884) ; 

Jalan Irian Nomor 1 Serui Kode Pos 98211 Papua 
Telepon (0983) 31001, 32001 , 31011 Fax (0983) 32712  



 



Dipindai dengan CamScanner  



  

10. 

We 

ez 

13. 

14. 

15. 

16. 

ie 

18. 

vapen cal adalah Kas Daerah Kabupaten Kepulauan 

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 
merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha 

maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi 
perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan 
nama atau dalam bentuk apapun, firma, kongsi, 
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau 
organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap 
dan bentuk badan lainnya. 
Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah 
yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan 
tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar- 
besarnya kemakmuran rakyat. 
Pajak Penerangan Jalan yang selanjutnya disebut Pajak 
adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang 

dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain 

dengan ketentuan bahwa di wilayah Daerah tersebut 

tersedia, penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar 

oleh Pemerintah Daerah. 
Penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik 

untuk menerangi jalan umum. 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

lan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk 

menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak yang 

terutang. 

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan 

tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. 

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar 

pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, 

atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 

daerah. 
Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan 

besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan 

penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan 

penyetorannya. 

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disebut SPTPD, adalah surat yang oleh wajib pajak 

digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau 

pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek 

pajak, dan/atau harta dan kewajiban yang sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan Daerah. 
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Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formlir atau 
telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah yang 
ditetapkan oleh Bupati. 
Surat Ketetapan pajak Daerah Kurang Bayar yang 
selanjutnya disingkat: SKPDKB adalah surat ketetapan 
pajak yang menentuktan besarnya jumlah pokok pajak, 
jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran 
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah 
pajak yang masih harus dibayar, 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan 
yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat 
ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas 
jumlah pajak yang telah ditetapkan. 
Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 
selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan 

pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran 

pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada 
pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang. 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 

disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang 

menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan 

jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 

ada kredit pajak. 
Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak 

dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau 

denda. 
Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas 

keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, SKPDKB, 

SKPBKBT, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau 

pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 

Pajak. 
Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak 

atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak 
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang 
dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan 

informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, 
modal, penghasilan dan biaya. 
Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun 
dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang 
dilaksanakan secara objektif dan profesional 
berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji 
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah 
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan 
ketentuan peraturan,, perundang-undangan perpajakan 
daerah. 
Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh 
Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang 
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di 
bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 
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a. Dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain 
dengan pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah 
jumlah tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan 
biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan 
dalam rekening li listrik; Bee ee ae ca 

Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual 
tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasiias 
tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka w: 

pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang 

berlaku di Wilayah Daerah. 

J Pasal 6 

Tarif Pajak ditetapkan sebesar 4% (empat persen). 
—— 

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh Industri, 

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif Ralee 

ditetapkan sebesar 3% (tiga persen). 

Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif 

Pajak ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen). 
———_ 

Pasal 7 

Besaran Pokok Pajak yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 

dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5. 

Hasil penerimaan Pajak sebagian dialokasikan untuk 

penyediaan penerangan jalan. 

BAB IV 

WILAYAH PEMUNGUTAN PAJAK 

Pasal 8 

- Pajak yang terutang dipungut di wilayah Daerah 

BAB V 

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT 

PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH 

Pasal 9 

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) 

bulan. 

Pasal 10 

Pajak terutang dalam masa pajak terjadi pada saat subyek 
pajak melakukan pembayaran.  
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Jumlah kekurangan, pajak yang terdtang dalam 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b 

dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 

100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak 

tersebut. 

Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak 

dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum 

dilakukan tindakan pemeriksaan. 

Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3} 

dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 

25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah 

sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya 

pajak. 

BAB VII 

TATA CARA PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal 14 

Pembayaran Pajak yang terutang harus dilakukan 

sekaligus. 

Pajak dilunasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah 
saat terutangnya pajak yang merupakan tanggal jatuh 
tempo bagi Wajib Pajak untuk melunasi pajaknya. 

SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 
Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan 
Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 
dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak 
dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 
(satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. 

Bupati‘atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan 
persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau 
menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga 
sebesar 2% (dua persen) sebulan. 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, 
penyetoran, pembayaran dengan angsuran, dan 
ee pembayaran pajak diatur dengan Peraturan 
upati. 
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Pasal 15 

{1) Pembaydran Pajak yang terutang dilakukan di Kas 
Daerah. 

Pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan dengan menggunakan SSPD. 

Bentuk, jenis, ukuran dan tata cara pengisian SSPD, 

ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

BAB VIII 

TATA CARA PENAGIHAN PAJAK 

Pasal 16 

Bupati dapat menerbitkan STPD jika: 

a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang 

dibayar; 

b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau 

_salah hitung; 

c. ‘Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda. ! 

Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf 

b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga 

sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 

15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

Pasal 17 

Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, 

STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan 

Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang 

dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih 

dengan Surat Paksa. 

Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

BAB Ix 

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN 

KETETAPAN, DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN 

SANKSI ADMINISTRASI    
Pasal 18 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, 

Bupati dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau 

STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya 

terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung 

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu 

pee peraturan perundang-undangan perpajakan 
aerah. 
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